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2016

PERGUB PROV. SUMATERA BARAT NO. 16, BERITA DAERAH 2016 NO. 1, LL SEKDAPROV.
SUMATERA BARAT : 4 HLM.

PERATURAN GUBERNURPROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

ABSTRAK: - bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar
Minyak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738
K/12/MEM/2016 maka perlu melakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum
kelas ekonomi dalam provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum
Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah ; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 33
Tahun 1964; UU No. 22Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014;
PP No. 17 Tahun 1965; PPNo. 55 Tahun 2012;PPNo. 80 Tahun 2012; PPNo. 79
Tahun 2013; PPNo. 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 44
Tahun 1990; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 70 Tahun 1993;Keputusan
Menteri Perhubungan No. KM. 89 Tahun 2002;Keputusan Menteri Perhubungan No.
KM. 35 Tahun 2003;Perda Prov Sumbar No. 1 Tahun 2015; Pergub Sumbar No. 13
Tahun 2012; Pergub Sumbar No. 47 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan
Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam
Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27April 2016;

- Ketentuan Pasal 2 dan ketentuan dalam lampiran mengenai besaran tarif jarak batas
atas dan tarif jarak batas bawah diubah.

Subbagian Hukum — BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



